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Kata Pengantar

Berbagai ide atau gagasan yang tertuang dalam buku ini se-
sungguhnya merupakan titik kulminasi dari kegelisahan setiap
orang yang memiliki empati atau kepedulian terhadap dinamika
Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan relevansinya dengan
perkembangan penegakan hukumdi negeri kita tercinta ini.

Pada dasarnya, tidak dapat terbantahkan bahwa pendidikan
khususnya Pendidikan Tinggi Hukum adalah merupakan salah satu
tonggak utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam
perspektif penegakan hukum yang berorientasi pada terwujudnya
keadilan substantif yang tidak terjebak pada penegakan formalitas-
positivistik, tentu saja secara kualitas pembangunan hukum yang
berkeadilan memiliki relevansi yang kuat terhadap eksistensi pen-
didikan tinggi hukum. Pendidikan Tinggi Hukum selain sebagai
sebuah media transformasi ilmu pengetahuan (fransforination of
knowledge), juga berfungsi sebagai transformasi nilai (fransformation
of value).

Kehadiran buku ini sesungguhnya bagian dari sebuah momen-
tum 90 (sembilan puluh) tahun memperingati Pendidikan Tinggi
Hukum di Indonesia dan secara khusus merupakan bagian dari
Milad Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang ke-33
yang dikemas dengan acara puncak, yaitu Konferensi Nasional 90
Tahun Pendidikan Tinggi Hukum (90 Tahun Pendidikan Tinggi
Hukum dan Perannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia) yang
terdiri dari empat topik, vaitu Dinamika Pendidikan Tinggi Hukum dari




Musa ke Masa; Ovientast Pendidikan Tiviggi Hukune di Indonesia; Pendidikan
Tinggt Hikum dan Penegakan Hukum di Indonesia; dan Standarisasi

endidikan Tinggt Hickiom dalam Mendorong Penegakan Hukum, Buku
intadalah kumpulan makalah yang disampaikan dalam Konferensi ini,

Terselenggaranya Konferensi Nasional 90 Tahun Pendidikan
Tinggi Hukum diharapakan menjadi salah satu wadah inspiratif
dan konstruktif terhadap dinamika pendidikan tinggi hukum dalam
menunjang penegakan hukum di Indonesia vang berorientasi pada
nilai/prinsip keadilan substant:f yang dicita-citakan masyarakat
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Meskipun ditulis sebagai upava menghadirkan diskursus terkini
dalam mewujudkan cita hukum sebagaimana dicita-citakan oleh
the Founding Fathers kita yangagaknyabelum tercapai yakni, menjacli
Negara yang berdaulat secara hukum, dan tentu sajamenjadi Negara
yang cerdas dan berpendidikan, tentu saja buku ini tidak lepas dari
kekurangan. Oleh karena itu, kritik konstruktif sa ngat kami butuh-
kan sebagai bahan perbaikan ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada Para Narasumber
yaitw: Prof. Topo Santoso, SH. MH. Ph.D, Prof. Dr. Adji Samekto,
SH.M.Hum.,, Prof. Dr. Peter Mahmud, SH.MH.,, Dr. Ali Safaat,
SH.,MH., dan Yudi Widagdo Harimurti, SH,MH.,, yang telah ber-
kenan hadir dan menjalin kerjasama dalam pelaksanaan Konferensi
Nasional ini, Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para
Pemakalah yaitu: Prof. Dr. Agus Raharjo, SH, M.Hum; Galuh
Kartiko, SH.,, M.Hum: Dr. Indien Winarwati, SH,, MH.; Ujuh
Juhana, SH., MH; R. Eriska Ginalita Dwi Putri, SH., MI.; dan
Dizar Al Farizi, SH., serta semua pihak yang telah berkenan me-
nyumbangkanide-ide dan pagasan-gagasannnyadalam konferensi ini.

Selanjutnya, kami juga menyam paikan ucapan terima kasih ter-
hadap Rektor dan Jajaran Pim pinan Fakultas Hukum (Dekan dan
para Wakil Dekan) Universitas Trunojoyo Madura yang telah mem-
berikan dorongan dan kerjasamanya dalam menyukseskan Konfe-
rensi Nasional ini. Ucapan terima kasih Juga kami sampaikan kepada
Instrans Publishing atas penerbitan buku ini. Serta Hotel Ibis Raja-
wali Surabaya, tempat berlangsun gnya konferensi ini dengan pela
yanan yang maksimal sehingga konferensi dapat berjalan dengan

lancar dan segenap panitia atas terselenggaranya konferensi ini.
Semoga dengan terselenggaranya konferensi ini amﬁm:uwﬁ..mmzmﬂ
untuk semua pihak, khususnya yang memiliki empati terhadap
perjalanan pendidikan tinggi hukum dan perannya dalam penegakan
hukum di Indonesia.

Bangkalan, 31 Oktober 2014
Ketua Pelaksana

Ttd
Mukhlish, SH., MH.
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Peran Perguruan Tinggi
dalam Pengawasan Kinerja
dan Perilaku Advokat™

Agus Raharjo dan Angkasa

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu pilar penegakan hukum selain
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
Berbeda dengan pilar lain vang lebih sektoral, advokat memiliki
lingkup tugas dan kewenangan yang lebih luas, karena ia berada
di hulu hingga hilir dalam penegakan hukum. Begitu lua snya tugas
dan kewenangan yang dimiliki advokat menyebabkan ia menjadi
individu atau institusi yang bisa menegakkan hukum sekaligus bisa
meruntuhkan hukum. Hal ini terjadi karena ada faktor krimin ogen®!
dalam diri advokat atau institusinya yang disebabkan karena di-

2Artikel ini merupakan artikel hasil iti i i
] z sil penelitian Hibah Kompetensi 2014 yan
dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Pelak iti 004
i : d : . aan P . 2094/
UNZII0/PN/2014 tanggal 18 Maret wEP ¢ M e
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langgarkan hukum dan kode etik profesi demi tujuan sesaat yang
dikehendakinya.

Rajagukguk dalam lingkup yang lebih kecil mengemukakan
bahwa advokat dapat menjadi saluran yang melahirkan korupsi,
dan dapat pula saluran yang memberantas korupsi.” Pendapat ini
diperkuat pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmara
yang membuktikan bahwa ada peran serta advokat dalam penyele-
saian perkara pidana yang melanggar kode etik yang menyebabkan
timbulnya budaya ekonomi (memiliki sesuatu benda/ barang yang
menunjukkan stratifikasi sosial tertentu) pada diri hakim.® Kondisi
penegakan hukum Indonesia yang dicitrakan dengan keburukan
merupakan suatu hal yang ditimbulkan oleh perilaku aparat pene-
jak hukum yang tidak memenuhi tuntutan profesinya, dan karena
advokat bermain di semua sektor penegakan hukum, maka ia bisa
“bermain” lebih luas dibanding dengan lainnya.

Peran advokat sangat penting untuk memberantas korupsi di
bidang litigasi. Hal ini semakin penting lagi bila advokat Indonesia
mewakili klien di luar negeri, Colares mengemukakan bahwa the
net result of these developments is that international legal practitioners not
only are going to be at the forefront of the developing anti-bribery meciia-
nism, but will also be wore often challenged by them. Selong as clients tread
the fine line that separates legality from bribery, lawyer will have toreply on
the etfrical principles contained in the professional rules of conduct ... Int the
v1id, as is the case in other legal areas, there is no substitute for professional
and ethical judgment™

Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum adalah penga-
wisan pada kinerja dan perilaku aparat penegak hukum. Sebenar-
nya, ketika negara membangun institusi penegakan hukum sudah
dilengkapi dengan sistem pengawasannya, mengingat begitu pen-
Lngnya fungsi hukum di negeri ini. Akan tetapi, sistem pengawasan
yang dibangun itu lebih berkutat pada birokrasi pengawasannya,
lebih sebagai simbol kelengkapan institusi dari pada fungsi latennya.
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Oleh karena itu, muncul lembaga pengawas eksternal-baik yang
dibiayai oleh funding dalam negeri ataupun luar negeri-sebagai ben-
tuk kepedulian terhadap penegakan hukum atau maksud tak terung-
kap lainnya.

Penelitian ini lebih difokuskan kepada pengawasan kinerja dan
perilaku advokat dalam menjalankan profesinya; dan kemungkinan-
nya turut sertanya perguruan tinggi dalam pengawasan terhadap
perilaku advokat. Sejak dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat, sesungguhnya advokat memiliki lembaga yang
didalamnya ada lembaga pengawasan internal advokat. Akan tetapi,
lembaga internal ini dalam praktiknya tidak bisa bekerja maksimal
yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu kelengkapan dalam
lembaga pengawas internal itu-terutama pada tahap penegakan kode
etik melalui Dewan Kehormatan-adalah dari kalangan akademisi.
Tentu saja, akademisi yang terlibat atau dilibatkan dalam Dewan
Kehormatan sudah seharusnya memiliki langkah kreatif untuk
mengumpulkan data dan informasi, schingga sifatnya tidak hanya
menunggu saja.

Keterlibatan perguruan tinggi bukan hanya disebabkan karena
amanat dari undang-undang advokat, tetapi juga karena saat ini
perguruan tinggi dianggap dalam posisi yang netral, tidak berpihak
dan dapat melihat setiap permasalahan secara jernih dari kacamata
pengetahuan. Ini memang ideal, dan dari idealisme semacam inilah
penegakan kode etik advokat sebenarnya dapat dilakukan, Tentu,
upaya ini memerlukan tidak hanya didasarkan pada landasan
yuridis, akan tetapi juga landasan teoritis dan praktis sehingga
nantinya dapat membawa penegakan hukum yang lebih baik dan
beradab. Berdasarkan pada latar belakang seperti tersebut di atas,
ada dua permasalahan yang dibahas pada artikel hasil penelitian
ini. Perfama, berkaitan dengan kondisi dan model pengawasan
kinerja dan perilaku advokat di Indonesia khususnya Jawa Tengah;
dan kediia adalah berkaitan dengan peran serta perguruan tinggi
dalam pengawasan kinerja dan perilaku advokat.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penelitian ini dide-
sain dengan menggunakan metode survei, observasi, wawancara
dan studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris
dengan menggunakan pendekatan sosiologia dan tlmu ekonomi

Aral Pendididan Tingpi Hiknm

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lnin-lain. Lokasi penelitian di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta,
Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masya-
rakat, Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meli-
puti advokat, baik yang berpraktik mandiri, berada di bawah
naungan law firm, law office, maupun lembaga bantuan hukum;
aparat hukum, dan pengguna jasa advokat. Informan penelitian
tidak bersifat limitatif karena menggunakan prinsip bola salju (srnow-
ball principle). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non
interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis
interaktif.

I'engawasan Kinerja dan Perilaku Advokat

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya secara sadar
menghadapi dilema etika yang mungkin timbul dalam mewakili
kliennya. Pemberian kepada aparat penegak hukum untuk me-
ringankan, bahkan membebaskan tersangka atau terdakwa, di ne-
peri kita, bukan hal yang tidak mungkin. Advokat mempunyai kewa-
pban untuk memegang kode etik untuk tidak menyuap penegak
hukum. Namun, advokat sadar bahwa kalau tidak memberikan,
jerkaranya akan kalah. Cukup banyak pemberitaan di surat-surat
kabar tentang polisi, jaksa, dan hakim yang meminta imbalan
berkenaan dengan perkara yang mereka tangani. Advokat yang kuat
akanmenghindar dari perbuatan yang tercela tersebut.®

Masyarakatmemerlukan advokat yang berintegritas dalam men-
jnlankan tugasnya, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap
dirinya (displinary supervision), khususnya tentang perilaku dan
hubungannya dengan klien, karena tanpa adanya pengawasan
asosiasi advokat, maka di dalam tugasnya, advokat dapat melakukan
|rerbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada hakikat dari
|'rofesi advokat yang nofabene sangat diperlukan masyarakat, Penga-
wasan lerhadap profesi advokat dan segala tingkah laku dan sikap-
nya tidak cukup dilakukan oleh birokrasi, tetapi sebaiknya diseleng-
parakan oleh organisasi profesi yvang menaungi dan mengawasi
penlaku dan sikap advokat, Untuk itu, diperlukan suatu perangkat

Frmmon Hapngrakggul, epoit, hm, 102
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peraturan atau etika profesi untuk mengatur perilaku dan sikap,
yang korektif dari seorang advokat sebagaimana halnyajuga etika
profesi mengatur hubungan advokat dengan kliennya, hubungan
dengan rekannya, hubungan dengan pengadilan, martabatadvokat,
imunitas advokat, bagaimana seorang advokat harus berpraktik,
honor advokat, bagaimana menyelesaikan pelanggaran kode etik
dan kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat.®

Terjadi pergeseran ideologi dalam praktik penegakan hukum
yang dilakukan advokat dari officitm nobile menuju ke komersialisasi
layanan bantuan dan jasa hukum. Pergeseran ini menyebabkan
perubahan perilaku advokat dalam menjalankan profesinya. Tentu
bukan hanya faktor intern dari advokat sendiri yang menyebabkan
perilaku kriminogen muncul, juga faktor ekstern turut menentukan.
Oleh karena itu, unsur pengendalian diri dari advokat turut menen-
tukan, dan di sinilah ideclogi yang dianut advokat juga turut
menentukan,

Apabila dikaji, penangkapan advokat yang berusaha untuk
menyuap pejabat publik sebetulnya bukan hanya merupakan per-
soalan teknis kemampuan advokat dalam menangani suatu per-
kara, akan tetapilebih kepada persoalan moralitas. Moralitas menun-
juk pada perilaku manusia dalam mengukur benar-salah tindakan-
nya, dan ilmu yang membahas tingkah laku moral adalah etika.

Etika profesi pada dasarnya memberikan moral parameters bagi
pelbagai profesi. Seperti halnya etika umum, etika profesi membantu
seorang professional untuk memahami dan membedakan “yang
baik” dari “yang buruk”, “yang layak dilakukan” dari “yang tidak
layak dilakukan”. Etika profesi, dengan demikian, memberi orientasi
ganda, yakni orientasi pada yangbaik dan yang buruk; melakukan
yang baik dan menghindari yang buruk dalam kegiatan profes-
sional. Sebagai orientasi, etika profesi berkaitan dengan praksis
hidup manusia yang berusaha merefleksikan situasi dan tindakan-
nya dalam bingkai acuan “baik” dan “buruk”.*

Pedoman perilaku bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode
ltik yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika

# achmad Rifal, "Kedudukan dan Peran Advokat dalam Froses Penvelesaian

1T,
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deskriptif, normatif dan meta etika. Jadi, kode etik berkaitan dengan
profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya
sendiri-sendiri. Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi
dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu
profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian
bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang
menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga
menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Supaya kode
ctik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi self-regulation
(pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi
cendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewu-
judkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak
pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa pelaksa-
naannya diawasi terus menerus.”

Profesi advokat dikatakan merupakan suatu profesi yang ter-
hormat {officium nobile), yang berarti di dalamnya terkandung kewa-
jiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan nobleese obligee
berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah
hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang
mulia. Tuntuan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan
perilaku seorang advokat haruas jujur dan bermoral tinggi agar
memperoleh kepercayaan publik.

Alkotsar mengemukakan bahwa advokat mengemban tugas
menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan
schingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai officitinn nobile, peker-
jaan vang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut
untuk dapat bekerja secara professional, terikat pada etika profesi
dan tanggung jawab standar keilmuan. Citra advokat sebagai profesi
vang anggun akan ditentukan oleh etos profesi dalam arti sejauh
mana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta
keterampilan teknik berprofesi

Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melak-
sanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang
ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau

g Bertens, Etike Jakana: Gramedia Pustaka Ulama, 2005, him. 280-282.
foA et Adkotes {r ookt dafams Era Globalisasi, Yogyakarta:
FEC LR Pres, 2000, hlm, 151
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Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam
undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat)
bagian, yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri,
dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman
scjawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara,
Beberapa standar etika yang termasuk dalam hubungannya dengan
standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan
keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan
mulia (Pasal 2); penolakan pemberian jasa hukum apabila tidak
sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan
materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan
keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profe-
sinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan
melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat,
dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai
profesi terhormat (officiunt nobile); bersikap sopan terhadap semua
pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila
tiangkat/ menduduki suatu jabatan negara (Pasal 3),

Standar etika advokat dalam hubungannya dengan klien ter-
dapat pada Pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai
berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien
mengenai perkara yang diurusnya; jangan memberi jaminan ke-
menangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal hono-
rarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu;
berikan perhatian sama untuk semua perkara; tolak perkara yang
menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan
dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien;
Jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak
menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan
bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan teman sejawat
diatur pacla Pasal 5. Standar etika dimaksud adalah sebagai berikut:
saling menghormati, menghargai dan mempercayai dalam hu-
bungan dengan teman sejawat; gunakan kata-kata yang sopan da-
lam pembicaraan maupun dalam sidang pengadilan; ajukan kebe-
vatan jika ada tindakan teman sejowat yang dianggap bertentangan
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dengan kode etik advokat; jangan merebut klien dari advokat lain;
terima klien dari advokat lain jika disertai bukti pencabutan pem-
berian kuasa; dan advokat yang dicabut kuasanya wajib memberikan
semua surat dan keterangan yang berkaitan dengan perkara yang
pernah dibelanya kepada advokat yang baru.

Standar etika lain yang tidak kalah penting adalah yang ber-
kaitan dengan etika dalam penanganan perkara. Pasal 7 memberikan
rambu-rambu bagi advokat apabila dalam penanganan perkara tidak
holeh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat
bisa menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat dari pthak
lawan (dalam perkara perdata) atau Jaksa Penuntut Umum (perkara
pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempenga-
ruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara
perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana.

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal

9 huruf a), Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia
adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang
menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada
setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalan-
kan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masya-
rakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan da-
lam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, se-
perti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
I'idana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU
Advokat), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban
advokat,

Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh
pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari
para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode etik
yang menyebabkan kerugian pada diri kiien, rekan sejawat, dan
vecara lebih luas terpuruknya citra peradilan. Persoalan sebenarnya
bukan hanya padaintegritas moral yang ada pada diri advokat itu
sendiri, akan tetapi juga faktor kurang maksimalnya pengawasan
internal dari Organisasi Advokat. Persoalan ini akan dibahas pada
bagtan di bawah ini
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Perdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banyumas,
Pekalongan, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Jakarta, bebe-
rapa standar etika yang berhubungan dengan kepribadian dan se-
ring dilanggar adalah pemberianjasa hukum yang tidak sesuai keah-
lian; pengutamaan perolehan materi dari pada tegaknya hukum;
solidaritas di antara rekan sejawat; dan melakukan pekerjaan lain,
selain sebagai advokat. Di daerah Banyumas dan Pekalongan (dan
scbagian kota lain), spesialisasi kemampuan advokatdalam menangani
perkara tertentu belum tercipta dengan baik, sehingga advokat
menerima perkara apa saja yang dimintakan bantuan oleh klien.
Sebenarnya, di sini ada dilema etis antara standar etik berupa hak
untuk menolak pemberian jasa hukum yang tidak sesuai keahlian
dengan kewajiban yang dibebankan oleh Pasal 21 ayat (1) UU Ad-
vokat mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Terjadinya pergeseran paradigma dari posisi advokat sebagai
profesi yang officium nobile ke komersialisasi menyebabkan perubahan
perilaku advokat dalam pemberian jasa hukum dengan menguta-
makan mereka yang mampu untuk memba yar. Materialisasi kehi-
dupan tampak berimbas pada integritas moral dalam penegakan
hukum. Hal ini terkait juga dengan totalitas advokat dalam profe-
sinya dengan tiadanya pendapatan lain selain pemberian honora-
rium dari klien. Pada sisi lain, banyak pula advokat vang “nyambi”
alau bekerja di luar bidangnya sebagai tambahan pendapatan.
Standar etika lain, yaitu solidaritas rekan sejawat seringkali diarti-
kan sebagai pemakluman atas perilaku advokat yan g kurang baik,
schingga apabila terjadi pelanggaran kode etik, akan dibiarkan saja.
Sesungguhnya, hal ini terkait dengan pengawasan atas kinerja
rekan sejawat, akan tetapi dengan adanya pemakluman sepertiitu,
maka pengawasan menjadi tidak efektif atau, den gan kata lain,
advokat tidak bisa menjadi ujung tombak pengawas bagi advokat
lain dengan adanya standar etik yang disalahpahami itu. Sebenar-
nya, halini pun bagi advokat mengandung dilema etis tersendiri,
antaramenegakkan etika atau membantu teman.

Standar etika advokat yang berhubungan dengan klien dan
sering dilanggar berdasarkan hasil penelitian di kota-kota tersebut
adalah pemberian jaminan kemenangan, membebani klien dengan
braya-biaya vang tidak perlu, tidak adanya perhatian vang sama
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untuk semua perkara yang ditangani, tidak menjaga rahasia jabatan
terutama setelah usainya hubungan dengan klien. Kebanyakan
advokat memang tidak memberikan jaminan kemenangan, akan
tetapi pemberian pengharapan yang berlebihan ..rm_..rw&m._u Hum_mmmm
perkara yang dihadapi kliensama saja dengan ﬁmﬁ_umz.mn jaminan
kemenangan. Hal ini tidak sesuai dengan standar etika pribadi
terutama untuk berkata atau berperilaku jujur. Orientasi pada keme-
nangan dalam penanganan setiap perkara juga Emwﬂmrmwwmﬁ
munculnya biaya-biaya di luar sewajarnya. Biaya-biaya ini sebenar-
nya terkait dengan penanganan perkara, akan ﬁmﬂmww bukan untuk
kepentingan beracara sesuai dengan aturan normatif yang ada, me-
lainkan untuk suap atau gratifikasi terhadap hakim yang menangani
perkara.

Standar etika vang sering dilanggar yang berkaitan dengan
hubungan rekan sejawat pada beberapa daerah penelitian adalah
tidak diajukannya keberatan atas perilaku rekan sejawat yang
melanggar kode etik ke Komisi Pengawas atau Dewan Kehormatan.
Hal ini terjadi karena adanya esprits de corps dan pemakluman
sekaligus pembiaran dan perasaan senasib dalam pencarian nafkah
di bidang yang sama. Pemahaman yang keliru ini menyebabkan
maraknya pelanggaran kode etik advokat yang tak terjamah oleh
lembaga pengawas.

Pelanggaran terhadap standar etika yang berkaitan ﬁ_m:,mmﬁ.,
penanganan perkara adalah menemui hakim Emﬁm.&nm_ﬂ?zmp
advokat pihak lawan dan mempengaruhi saksi-saksi atau &.HE
lingkup vang lebih besar adalah men-seffing pen mmn_zm& agar berjalan
sesuai yang diinginkan. Tentu, ada motif tersembunyi dari mnﬁ_.urm*
yang menemui hakim tanpa pendampingan dari advokat pihak
lawan. Hal ini terkait den gan lobby pemenangan perkara yang
berujung pada transaksi uang, barang atau jasa sebagai imbal baliknya.
Pertemuan rahasia antara salah satu advokat juga terkait dengan
jalannya perkara, yaitu dengan cara men-setting baik saksi, m.wfmmm
maupun faktor pendukung lain. Pada kondisi yang sedemikian,
sebenarnyaialannya peradilan telah dikonstruksi sedemikian rupa
:r,_.____,_ﬁ.ﬁrr._.x_. genuine, danjika menggunakan bahasa Goffman,

sehing

maka 1.__._:_______:._ il hanyalah sandiwara
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Advokat dalam menghadapi dilema moral pada penanganan
perkara, dapat menggunakan empat model pemikiran moral vang
bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan,
Keempat model pemikiran moral ini sesungguhnya saling bersebe-
rangan, sehingga keputusan mengenai mana yang etis dan yang
tidak ditentukan oleh orang atau sekelompok orang lain (dalam

halini Dewan Kehormatan) yang menjadi kecenderungan pemikiran
moral pada saat itu.

Pemikiran utilitarianisme selalu dipertentangkan dengan deon-
tologyy. Utilitarianisme menekankan pada pentingnya manfaat dalam
penilaian moral sebagaimana ditekankan oleh pencetusnya, yaitu
Jeremy Bentham yang mengatakan the greates happiness of the greates
munber. Pemikiran deontology berbanding terbalik dengan utilita-
rianisme, karena yang dipentingkan bukan manfaat, akan tetapi
konsekuensi (termasuk manfaatj tidak boleh menentukan etis atau

tidaknya suatu perbuatan, yang menentukan adalah kewajiban apa
yang seharusnya dilakukan.

Pemikiran moral lain adalah teori hukum kodrat dan teori hak.
Teori hukum kodrat menekankan agar manusia menghormati kod-
rat yang ada dan tidak menganggap bahwa apabila melawan kodrat,
manusia dianggap tidak berlaku etis, Teori hak menentukan bahwa
manusia dapat selalu mengikuti haknya, dan perbuatan yang meng-
halangi orang lain menjalankan haknya adalah suatu perbuatan
yang tidak etis karena sama saja dengan diskriminasi. Dari penjela-
san tersebut, terlihat bahwa keduanya mengambil posisi yang berse-
berangan dengan standar moral tertentu yang menjadi dasar pembenaran.

Seorang advokat yang utilitarianis bisa saja menjadi pendukung
teori hak dengan mengembangkan naluri dasariah untuk selalu
bahagia dengan cara mengumpulkan harta sebanyak mungkin dari
perkara yang ditangani dengan anggapan bahwa menerima hono-
rarium atau uang lainnya sebagai hak. Seorang utilitarianis dan
pendukung teori hak sebenarnya merupakan seorang hedonis, Hal
int berkebalikan dengan pendukung deonfologis dan teori kodrat yang
bert in _..H.._r sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh kode etik
profesinya, perundang-undangan maupun tuntutan moral lainnva,
Akan telapi bagi advokat, apakah akan menjadi seorang ulilitarianis
atau deontologist, pendukung teori hukum kodrat atau teori hak
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merupakan suatu pilihan yang mengandung konsekuensi, dan se-
bagai bentuk tanggung jawab profesi, pilihan ituharus dapat diper-
tanggungjawabkan kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat,
diri sendiri maupun asosiasi advokat (Peradi).

Seiring berjalannya waktu dan perubahan yang terjadi pada
negeri ini, muncullah UU Advokat. Kelahiran undang-undang ini
memenuhi harapan dari para advokat dalam pengawasan kiner-
janya. Secara normatif, pengawasan terhadap advokat diatur pada
Bab 111 Pasal 12 dan Pasal 13.UU Advokat, Pada Pasal 12, ditentukan
bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh Organisasi
Advokat, dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesi-
tiya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan
perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan
pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang di-
bentuk oleh Organisasi Advokat, dimana keanggotaan komisi itu
terdiri dari advokat senior, para ahlifakademisi, dan masyarakat.
Selanjutnya, ditentukan pula bahwa tata cara pengawasan diatur
lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap
cara kerja dan kinerja advokat vang dilakukan di Yogyakarta, Solo,
Semarang, Pekalongan, Banyumas, dan Jakarta dipercleh data seba-
pai berikut. Di Yogyakarta, sampai saat ini belum terbentuk Dewan
Kehormatan Advokat Daerah apalagi Komisi Pengawas sehingga
secarastruktural keorganisasian, belum ada yang mengawasi advokat.
i Jawa Tengah, DIPC Peradi berinisiatif menampung laporan atau
pengaduan dari masyarakat atau advokat lain. Dari laporan itu
kemudian akan diklarifikasi ke Dewan Kehormatan, jadi sifatnya

\anya klarifikasi, bukan persidangan. Di Jawa Tengah, juga belum
ada Komisi Pengawas yang bertugas mengawasi advokat secara
langsung.®

Oleh karenassifat pengawasan yang kurang maksimal dan hanya
mengandalkan pada laporan atau pengaduan saja, maka jumlah
ataustatistik yang menunjukkan advokatbermasalah di Yogyakarta
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dan Jawa Tengah tercatat sedikit sekali. Akan tetapi, hal ini jangan
diterima sebagai kebenaran, karena be rdasarkan penelusuran terha-
dap parainforman, diperoleh data bahwa sebenarnya mereka tahy
ada pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas pemberian jasa
ataubantuan hukum oleh advokat, akan tetapi mercka enggan me-
laporkannya karena ada solidaritas sesama rekan sejawat. Beberapa
pengaduan yang ada di Yogyakarta dapat diselesaikan melalui me-
diasi dan tidak sampai ke pada Dewan Kehormatan Kode Etik Peradi,
dan tentu saja yang menjadi cause céléhre dalam hal ini adalah kasus

yang menimpa advokat yang memberi jasa hukum pada Probo-
sutedjo

Secara umum, pengawasan terhadap kinerja vang berkaitan
dengan penegakan kode etik memang dilakukan oleh Organisasi
Profesi melalui Komisi Pengawas, Akan tetapi terhadap advokat
yang berpraktik mandiri, Pengawasan secara internal tidak ada
karena tidak mungkin mengawasi diri sendiri. Bagi advokat yang
berpraktik di kantor hukum atau organisasi bantuan hukum,
pengawasan terhadap kinerja maupun penegakan kode etik dilaku-
kan oleh atasan atau pimpinannya. Meski demikian, da patsaja terjaci
pelanggaran kode etik yang merupakan hasil keputusan bersama
antara advokat dan pimpinannya sehingga kesalahan yang dila-
kukan tidak lagi bersifat individual, tetapi juga organisasional

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keinginan meng-
gebu-gebu dari advokat untuk mempunyai lembaga pengawasan
sendiri terlepas dari pemerintah belum diikuti dengan langkah
konkrit dari organisasi advokat, Alat kelengkapan lembaga penga-
was belum semua hadir di daerah, sehin £5a pembiaran terjadinya

pelanggaran kode etik masih da patdijumpai. Perlu dilakukan lang-
kah yang konkrit dari organisasi advokat agar ke depan Dewan
Kehormatan dan Komisi Pen gawasdapat terbentuk di semua daerah
sehingga perkara-perkara yang ada di daerah dapat diselesajkan
tanpa terhalang jarak dan waktu.

Persoalan yang muncul dalam pengawasan advokat bukanlah
persoalan yang bersifat tunggal yang dengan mudah dapat dicarikan
solusinya. Bukan pula bersebab tunggal apabila ada advokat yang
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kukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas _uEMmm_-
LA : : ]
 karena hal tersebut sebenamya berkelindan dengan ﬁmﬁ_u” ..H”er
| Rt . : )
e _ nan dari orang
. ; da dalam peradilan. Keingi : ng
peson 3 ks ara pihak, polisi,
i ansuatu perkara (para p
berkepentingan dalam penangan | S
b ”ﬂmw:ﬂ dan advokat) membentuk lingkaran mm,.ms Wﬂzmm q“z -
____ i _,_.‘: mafia peradilan. Selamalembaga pengawas :Mmm q is S
[ __.. . ,Wm# ruang dan waktuyang digunakan oleh mere : y _.MMWE i
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Wil
___ 1 ﬁ# mekanisme, cara kerja, dan penambahan Emiﬂ.ﬂ.:m _un_mﬁ
(AR ’ .
lrinbaga pengawas agar menjadi lembaga yang berwibawa
e 3|
Jitakuti oleh para advokat. . R
Kinerja advokat sebenarnya diawasi oleh beberapa HumﬁmmEE
- H .r.F o
g dapat dikatakan sebagai pengawasan _umm_mﬁ_m. mMMMH ;“w,,o_m_..
i i ibadi un kelembagaan :
advokat baik secara pribadi maup i e
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uhan, . ki n
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pelaksanaan pekerjaan profesinya, juga n_mEm.__E_ oﬁ_m? advo g
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e wcss ey ini ika profesi, yaitu Dewan
enegak etika protesi, y
aclakukan pelanggaran ini ke p itk i
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tergabung dalam organisasi profesi itu, diawasi oleh organisasi
profesi melalui komisi pengawas atau Dewan Kehormatan Profesi
yang didirikan oleh organisasi profesi tersebut, Dewan Kehormatan
Profesi ini melakukan pengawasan terhadap advokat bersifat pasif
dan aktif, Pasif apabila Dewan Kehormatan Profesi hanya menerima
laporan atau pengaduan dari advokat lain, customer (pelanggan/
klien), maupun masyarakat, Aktif apabila Dewan Kehormatan Pro-
fesi melakukan pengawasan langsung terhadap praktik secrang
advokat, Dapat dikatakan pengawasan ini adalah pengawasan in-
ternal profesi.

Persoalan pengawasan terhadap kinerja organisasi ataulembaga
profesi masth menimbulkan pertanyaan, akan tetapi dalam persoalan
sebagaimana diamanatkan oleh UU Neo. 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi ber-
hak mengawasi kinerja lembaga bantuan hukum yang menerima
dana bantuan hukum, yaitu LBH atau OBH yang telah terakreditasi,
Bentuk pengawasannya adalah melalui penyaluran dana bantuan
hukum terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh LBH/
OBH tersebut.

Apabila indikator kinerja menurut Kaplan diterapkan pada
pengawasan kinerja advokat, maka pengawas yang paling berperan
penting adalah atasan langsung advokat dan Kanwil Kemen-
hukham. Atasan langsung advokat merupakan atasan advokat yang
diawasi dalam sebuah organisasi, sehingga hubungan kerja bersifat
atasan bawahan. Pengawasan kinerja yang dapat dilakukan oleh
atasan langsung berada pada indikator financial performance, internal
business process, dan learning and growth. Kemudian pengawasan yang
dilakukan oleh Kanwil Kemenhukham hanya pada financial perfor-
riance, khusus pada advokat yang bernaung di bawah OBH penerima
dana bantuan hukum,

Lemahnya pengawasan internal dan adanya esprit de carps dari
sesama advokat menyebabkan sedikit sekali advokat yang tertangkap
tangan atau dilaporkan oleh rekan sejawat ketika melakukan keja-
hatan maupun pelanggaran kode etik. Justru, menjadi sebuah berita
yang menghebohkan apabila ada advokat yang ditangkap oleh lem-
baga pengawas yvang sebenarnya tidak berada pada garis depan
pengawasan kinerja advokat, Masih segar dalam ingatan beberapa
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waktu yang lalu ada advokat yang ditangkap oleh KK karena beru-
paya untuk melakukan suap kepada penyelenggara negara. Pada
setiap kasus yang sedemikian, selalu dipertanyakan, kemanakah
perangan lembaga pengawasan advokat yang memiliki wewenangitu.

Advokat maupun LBH/ OBH dalam pelaksanaan pekerjaan men-
dampingi klien, juga diawasi oleh instansi/aparat penegak hukum
di mana klien itu diperiksa atau disidik ataupun disidangkan. Polisi,
Jaksa, Hakim, KPK, maupun lembaga lain yang memiliki Penyidik
Pegawai Negeri Sipil mengawasi kinerja advokat. Sesuai dengan
KUHADP tugas advokat adalah membantu penegak hukum negara
untuk menemukan kebenaran materiil, bukan mengaburkan kebe-
naran untuk keuntungan kliennya. Akan tetapi, seringkali terjadi
advokat justru melakukan upaya agar penemuan kebenaran materiil
lidak berhasil, atau berhasil tetapi tidak maksimal sehingga pidana
yang diberikan kepada kliennya bisa lebih ringan atau bahkanbebas
sama sekali. Bahkan di tingkat penyidikan, advokat bisa menjadi
partner yang baik dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), meskipun penyidikan dilakukan dengan kekerasan.™

Pengawasan kerja dan kinerjaadvokatseperti yang digambar-
kan di atas, masih memiliki kelemahan dan kekurangan yang perlu
diperbaiki, Kebanyakan advokat yang berpraktik mandiri atau
memiliki kantor sendiri dengan pengelolaan manajemen yang se-
derhana, bahkan dapat dikatakan tanpa manajemen agak sukar
untuk mengukur kinerjanya. Hal ini disebabkan tidak adanya
kontral dari pihak eks-ternal yang mampu memberikan inputbagi
peningkatan kesadaran untuk selaluberusaha yang terbaik dalam
kerjanya. Meski demikian, demi tegaknya hukum dan kembalinya
marwah advokat yang officitim nobile, pemberdayaan masyarakat
dalam pengawasan advokat menjadi solusi yang perlu untuk dicoba.

Urgensi Perguruan Tinggi dalam Pengawasan Kinerja dan
Perilaku Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa advokat di
Yogyakarta, Semarang, Banyumas dan Surakarta, diperoleh data

rrohe, “Rule Breaking dalam
yang Dilakukan oleh Penyidik®, furnal
018, Purwokerto: PH UNSOED
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bahwa sangat sulit untuk mengetahun secara kuantitatif jumlah
advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dalam melakukan
pekerjaannya. Diakuinya, ada advokat yang melakukan pelanggaran
kode etik, akan tetapi lebih banyak diselesatkan secara kekeluargaan
antar advokat. Persoalannya adalah, apakah ini persoalan pribadi
antar advokat atau persoalan kode etik yany scharusnya diselesaikan
melalui jalur Dewan Kehormatan Organisast Profesi.

Ujung tombak dalam pengawasan advokat sebenarnya adalah
Komisi Pengawas, akan tetapi komisi tersebut di daerah yang teliti
tidak bisa dijumpai, demikian Dewan Kehormatan Organisasi Profesi
Advokat. Pengaduan mengenai perilaku advokat ditampung oleh
DPCTeradi, kemudian dilaporkan untuk diselesaikan kepada DPP
Peradi di Jakarta melalui sidang DKOPA. Selama DKOPA yang ber-
tugas menegakkan kode etik tidak memperoleh masukan atau per-
kara dari Komisi Pengawas maupun aduan dari masyarakat, maka
tidak ada pekerjaan bagi mereka. Hal ini terjadi karena DKOPA sifat-
nya adalah pasif atau menunggu aduan dari masyarakat atau advo-
kat yang sedang bermasalah. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa peran peran DPC Peradi dalam penegakan kode etik tidaklah
menonjol.

Keengganan para advokat yang mengetahui rekannya melang-
gar kode etik selain disebabkan karena adanya toleransi atau soli-
daritas antar sesama profesi, mereka juga tidak ingin masalah terse-
but berkepanjangan, atau tidak mau dibuat repot dengan masalah
yang sesungguhnya bisa diselesaikan sendiri. Kebiasaan yang dila-
kukan apabila menjumpai advokat lain yang melanggar kode etik
adalah dengan menegur baik melalui lisan maupun SMS. Faktor
lain yang harus dilakukan dan menjadi penghalang bagi pengadu
adalah keharusan untuk membuktikan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh si pelanggar.

Masyarakat sebagai pengguna jasa advokat, seharusnya ikut
berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja dan perilaku
advokat dengan melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Ko-
misi Pengawas atau Organisasi Advokat, Akan tetapi, hal ini tidak
bisa dijumpai karena masyarakat kemungkinan takul atau segan,
baik karena segan berhadapan dengan advokot ataupun karena pela-
poran atau pengaduan itu haros ciserial dengan buk i pelanggaran
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vang dilakukan oleh advokat terlapor. Kondisi ini merupakan salah
satu sebab pengawasan eksternal dari masyarakat tidak bisa berj alan
dengan baik.

Kendala lain adalah mengenai banyaknya organisasi advokat
yang tersebar di daerah penelitian. Meski sudah ada wadah tunggal
PERADI (yang kemudian pecah dan kemudian berdiri KAI), orga-
nisasi-organisasi yang ada sebelumnya tidaklah bubar dengan ter-
bentuknya Peradi. Organisasi-organisasi tersebut masih tetap eksis,
baik dalam mengurus anggota maupun pengawasan terhadap advo-
kat yang berada dalam lingkupnya. Banyaknya organisasi advokat
ini membuat mekanisme kontrol atau pengawasan menjadi berca-
bang, sehingga masyarakat pun menjadli bingung hendak melapor-
kan ke organisasi manakah yang menaungi advokat yang melaku-
kan pelanggaran kode etik.

Peradilan yang baik adalah peradilan yang transparan, tetbuka
dan hasilnya bisa diketahui oleh publik. Bagi advokat di daerah
penelitian, mempertanyakan hasil-hasil putusan dari DKOPA tidak
bisa diakses oleh mereka. Keengganan mereka salah satunya adalah
karena persoalan ini. Advokat tidak bisa mengetahui siapa saja di
antara rekan-rekan sejawat mereka yang sedang terkena sanksi dari
DKOPA. Mereka berharap sebenarnya ada transparansi atas pera-
dilan kode etik dan putusan-putusannya bisa diakses oleh mereka.
Apalagi, wilayah kerja advokat adalah seluruh Indonesia yang tentu
saja apabila tidak ada transparansi dan akses terahadap hasil-hasil
putusan DKOPA, tidak mudah untuk mengidentifikasi apakah
advokat yang sedang dihadapi itu bermasalah atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa dae-
rah di Jawa Tengah, diperoleh fakta bahwa pengawasan internal
clari organisasi advokat tidak maksimal dilaksanakan, hal ini menye-
babkan pelanggaran kode etik tidak bisa diselesaikan dengan baik.
Komisi Pengawas yang seharusnya menjadi ujung tombak tidak
bisa melaksanakan tugas karena memang belum didirkan oleh DPC
I'eradi di beberapa lokasi penelitian, demikianjuga dengan DKOPA
Daerah yang seharusnya juga sudah ada atau dibentuk oleh DPC
Peraci Meski demikian, beberapa advokat yang dijadikan sebagai
informan masih menganggap pengawasan lerhadap mereka sebaik-
nya tetap dilakukan oleh organisast advokal (pengawasan inter-
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N Pandangan ini tentu saja didasarkan pada kenyamanan yan
ditimbulkan pada pengawasan advokat yang ada pada saat :.;m
Pelanggaran-pelanggaran kode etik yangdilakukan tidak &Fﬁ_uwwﬂ#_
oleh orang yang dirugikan (advokat lain, klien maupun masyara-
kat), sehingga tidak ada efek jera yang menyebabkan seoran M_,n_ﬂ?
kat tidak berfikir dua kali untuk melakukan pelanggaran. Wm%m diran
lembaga pengawas eksternal dianggap sebagai ikut campurdalam
urysan rumah tangga orang, Tampak sekali informan advokat ini
tidak melihat tekanan psikologis dari pihak yang dirugikan oleh

erilaku negatif ad apabi ;
Mzms. gatif advokat apabila melakukan pelaporan atau penga-

Meski demikian, tidak semua advokat ber pandangan demikian
Ada pula advokat yang berfikiran terbuka men gakui rmFEmrmm
pengawasan internal Organisasi Advokat atas anggota-anggotanya
Kelemahan dari pengawasan internal ini bisa di atasi dengan ﬁmﬁmm..
wasan eksternal, yang dianggap lebih independen dari kepentingan
advokat ataupun organisasi advokat, Tentu saja, hal ini perlu kerja-

sama, baik dengan lembaga sosial kemasyarakatan maupun pergu-
ruan tinggi. ®

xwﬂma:wmgz masyarakat-baik secara individual maupun
organisasi-memang konsti-tu-sional, karena dalam UU Advokat
juga diatur. Akan tetapi, keterlibatan lembaga lain tampaknya perlu
dikaji lebih Ianjut. Jika masyarakat ditafsirkan secara luas, H._pu.__mrm
perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakatl juga, atau
yang biasa disebut sebagai masyarakatilmiah, Keterlibatan _u,mam_,_-
ruan tinggi bukan tanpa dasar, karena undang-undang advokat
Jugamengamanatkan keterlibatan akademisi atau ahli hukum untuk
duduk, baik dalam Komisi Pengawas maupun DKOPA, Apakah
keterlibatan perguruan tinggi sebatas itu saja, tentu saja tidak, ka-
rena cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai ﬁmammwz
negatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, tidak hanvya dengan
penpaduan atau pelaporan dan bukti-bukti yang diajukan oleh
pengadu atau pelapor. _

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Organisasi Advokat
(DPC Peradi) dengan perguruan tinggi setempat sampai saat ini
__:_E.._m_..;_..ﬂ_.. sebatas _.:._Jim_.im.n..ﬂﬁ.s pendidikan keadvokatan, tidak
lebih, Perguruan tinggi dianggap memiliki netralitas cdalam mengha-
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dapi berbagai persoalan yang dihadapi institusi penegak hukum
vang dilakukan oleh orang dalam institusi tersebut. Sebagai contoh,
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman {dan beberapa
perguruan tinggi lainnya yang telah melakukan kerjasama sejenis)
telah melakukan kerjasama dengan Komisi Kepolisian Nasional
(Kompolnas) sebagai tempat atau pusat pengaduan bagi masyarakat
berkaitan dengan perilaku polisi dalam penegakan hukum.
Berdasarkan kajian normatif mengenai landasan hukum yang
bisa dipakai untuk melakukan kerjasama perguruan tinggi dengan
organisasi advokat ada pada beberapa pasal Undang-Undang No-
mor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi {(selanjutnya disebut
UU Perguruan Tinggi). Penyelenggaraan perguruan tinggi bera-
saskan tanggung jawab (Pasal 3), yang ditafsirkan secara luas berarti
langgung jawab juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemu-
dian pada Pasal 4 huruf ¢, perguruan tinggi mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerap-
kan nilai-nilai humaniora; dan Pasal 5 huruf ¢ yang menentukan
bahwa perguruan tinggi bertujuan menghasilkan ilmu pengeta-
huan dan teknologi melalui penelitian yang memperhaikan dan me-
nerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa
serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan
kedua pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa agar bermanfaat dan
membawa kesejahteraan, perguruan tinggi dapat melakukan kegia-
lan kemasyarakatan yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Pasal 47 ayat {1) menentukan bahwa pengabdian kepada masya-
rakat merupakan kegiatan civitas akademika dalammengamalkan
(lan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk me-
ningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
hangsa. Kemudian, Pasal 28 menentukan bahwa perguruan tinggi
berperan aktif menggalang kerjasama antara perguruan tingggidan
perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri dan masyara-
kat dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedua
pasal ini memberi landasan bahwa upaya menjadikan perguruan
tinggi sebagai sentra pengaduan merupakan bagian dari kegiatan
penpabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, ide dan upaya untuk menjadikan per-
guruan tinggl sebagal pusat pengaduan bagi masyarakat terhadap
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perilaku negatif adveokat dalam melaksanakan tugas bukanlah
sesuatu yang mustahil. Meski beberapa advokat berkeberatan ter-
hadap bentuk kerjasama ini-yang masih percaya dengan efektivitas
pengawasan internal, yang sebenarnya telah terbukti kegagalannya-
bentuk kerjasama organisasi advokat dengan perguruan tinggi
tampaknya perlu diwujudkan. Selain faktor netralitas, pendirian
pusat pengaduan ini bisa mengurangi tekanan psikologis bagi
pengadu (klien maupun masyarakat) yang enggan melakukan
pengaduan pada organisasi advokat.

Melalui pusat pengaduan ini, perguruan tinggi dapat menam-
pung pengaduan dari masyarakatatau pihak vang dirugikan akibat
perilaku negatif advokat. Bahan-bahan atau bukti-bukti yang dija-
dikan sebagai pelengkap pengaduan dapat dijadikan sebagai ma-
sukan bagi akademisi yang ditugasi untuk duduk dalam Komisi
Pengawas maupun DKOPA. Pengelola pusat pengaduan ini juga
bisa membantu pengadu untuk mempersiapkan diri apabila ada
pemeriksaan dari DKOPA, baik persoalan birokrasi maupun materi
atau substansi dari pengaduannya. Meski demikian, hal yang baik
belum tentu diterima dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada
sosialisasi agar semua bisa menerima adanya perbedaan pandan gan

dalam menghadapi dan memecahkan masalah perilaku negatif
advokat.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan dua hal.
Pertama, pengawasan terhadap advokat dilakukan secara internal
dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh asosiasi atau
organisasi advokat khususnya pen gawasan terhadap perilaku atau
pelaksanaan kode etik advokat dengan bermuara pada penyelesaian
melalui Dewan Kehormatan Or ganisasi Profesi Advokat. Pengawa-
sansecarainternal ini lemah, karena adanya esprit de corps, solidaritas
antara kawan, dan toleransi atau pemakluman terhadap kesalahan
yang dilakukan oleh rekan sejawat, Pengawasan eksternal dilakukan
oleh lembaga lain—baik individu, LSM maupun institusi —dengan

bantuan dana dari funding dalam negeri maupun luar negeri, baik
denpan maksud untuk menegakkan hukum ataupun maksud lain
yang tidak tampalk. Kedua, mengingat lemahnya pengawasan inter-

Arah Pendrdean Lingm Hlicgs

tal dan kondisi lainnya, perguruan tinggi yang relatif memiliki posisi
netral dapat diajak untuk bekerjasama dalam pengawasan mﬁ,_furmﬁ_
| andasan normatif yang bisa digunakan sebagai dasar kerjasama

ini adalah UU Advokat dan UU Perguruan Tinggi.
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Pendahuluan

Soelaiman Soemardi berpesan “Profesionalisme tanpa etika
menfadikannya “bebas sayap” (vleugel vrif) dalam arti tanpa kendali dan
tanpa pengaralan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisne men jadikannya
“limpal sayap® (vieugel fam) dalam arti tidak maju bahkan tidok
tegak."Menjadikan hukum sebagai panglima merupakan suatu kebu-
tuhan, terlebih hal tersebut merupakan amanat konstitusi suatu
negara. Akan tetapi, Indonesia yang telah memproklamirkan diri
sebagai negara hukum didalam konstitusi, proses penegakan hu-
kumnya justru mengalami degradasi. Ironisnya, hal ini te rjadi dika-
rcnakan perilaku penegak hukumnya yang malah mempermainkan
hukum itu sendiri. Penangkapan para pejabat hukum oleh KPK
misalnya makin melegitimasi fenomena tersebut.

Integritas, kredibilitas dan profesionalitas penegak hukum di
negeriini seolah berada pada titik nadir. Mewabahnnya mafia pera-
chilan yang ditandai dengan maraknya pola-pola transaksional terha-
dip suatu perkara kini tak lagi dianggap anch, apalagi buruk, tetapi
dipandang sebagai hal yang lumrah. Bahkan, apabila ada pihak
atau orang yang tak turut melakukan praktik-praktik mafia pera-
dilan, justru akan dipandang sinis dan dianggap tak wajar, Profesi




